



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah
Dalam negara hukum, hukummerupakantiangutamadalammenggerakkansendi-sendikehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satuciriutamadarisuatu negara hukumterletak pada kecenderungannyauntukmenilaitindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakatatasdasarperaturan-peraturanhukum. Artinyabahwasebuah negara dengankonsep negara hukumselalumengatursetiaptindakan dan tingkahlakumasyarakatnyaberdasarkanatasundang-undang yang berlaku. Hal tersebutdilakukanuntukmenciptakan, memelihara, dan mempertahankankedamaianpergaulanhidup agar sesuaidenganapa yang diamanatkandalam Pancasila dan UUD 1945 yaitusetiapwarga negara berhakatas rasa aman dan bebasdarisegalabentukkejahatan.[footnoteRef:2] [2: Mohamad Fikri, Beggy Tamara, Widodo Budidarmo, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil yang Dilakukan oleh Supir Pribadi, : Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 67.] 

Masalahkejahatan dan pelanggaranmerupakansuatufenomena yang kompleks dan rawansertasenantiasamenarikuntukdibicarakan. Pemahamandariberbagaisisi yang berbeda, sehinggakomentarataupendapattentangsuatukejahatan dan pelanggaranseringkaliberbedasatudengan yang lainnya. Oleh karenaitu, pembentukaturan di negeri inimenitikberatkanpembuatan dan penerapanperaturan yang berlakukepadatindakankejahatan-kejahatan. Kejahtan-kejahatantersebutberupapelanggaran yang timbulterhadapketertibanumum, tindakpidanakesusilaan, dan tindakpidanayang mengancamkeamanan negara. Suatuperbuatan yang dibentukmenjadikejahatan dan ataupelanggarandirumuskandalamundang-undang. Hal tersebutkarenaperbuatanitudinilai oleh pembentukundang-undangsebagaiperbuatan yang membahayakansuatukepentinganhukum. Denganmenetapkanlaranganuntukmelakukansuatuperbuatan yang disertaiancamanatausanksipidanabagibarangsiapa yang melanggarnyaataubertindakmelawanhukum.
Salah satufenomenakejahatan yang marakterjadidalamruanglingkupperusahaanyaitukejahatantindakpidanapenggelapan yang dilakukan oleh karyawanmaupunpihakketiga yang berhubungandenganperusahaan.Tindakpidanapenggelapanmerupakankejahatan yang sering kali terjadi dan dapatterjadi di segalabidangbahkanpelakunya di berbagailapisanmasyarakat, baikdarilapisanbawahsampaimasyarakatlapisanatas dan merupakankejahatan yang berawaldariadanyasuatukepercayaan pada orang lain, dan kepercayaantersebuthilangkarenalemahnyasuatukejujuran. Hal ini yang menyatakanbahwatindakpidanapenggelapanmemilikimasalah yang berhubunganeratdengansikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaanmanusiasebagaiindividu.[footnoteRef:3] [3: Bintang Pasaribu, Rr. Ani Wijayati, Poltak Siringoringo, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 10, No. 1, (2024), hlm. 320.] 

Tindakpidanapenggelapanbiasanyadilakukan oleh orang-orang yang beradadalamlingkupsuatuperusahaan, namuntidakmenutupkemungkinandapat juga dilakukan oleh orang di luarlingkupperusahaan. Tindakpidanapenggelapanmerupakantindakpidanaterhadaphartakekayaan yang sifatnyamerugikan dan berupapenyeranganterhadapkepentinganhukum orang atashartabendamilik orang lain.[footnoteRef:4] [4: Ibid., hlm. 321. ] 

Pengertianyuridismengenaipenggelapandimuatdalam Pasal 372 yang dirumuskansebagaiberikut: 
“Barang siapadengansengaja dan melawanhukummemilikisuatubenda yang seluruhnyaatausebagianmilik orang lain, yang adadalamkekuasaannyabukankarenakejahatan, diancamkarenapenggelapandenganpidanapenjara paling lama 4 tahunataudenda paling banyakenampuluh rupiah”

Sedangkan di dalam Pasal 374 KUHP mengaturtindakpidanapenggelapandalamhubungankerja yang dilakukan oleh orang yang penguasaanyaterhadapbarang yang disebabkankarenahubungankerjaataukarenapencaharianataukarenamendapatupahuntukitu, diancamdenganpidanapenjara paling lama lima tahun.
Individu yang terikatdalamsuatuhubungankerjatentunyakaryawan sangat rentanterjerat Pasal 374 KUHP. Hal inidikarenakantanggungjawab dan tugas yang dikerjakan oleh seorangkaryawansecaratidaklangsungmemberikankepercayaan pula dalammenjalankannya, yang mana apabilaterjadisesuatuperistiwatidakterlaksananyatugasdenganbaiksehinggamenimbulkankerugian pada perusahaantempatnyabekerjadapatdikategorikansebagaipenyalahgunaanhakataukepercayaan yang telahdilimpahkan, pekerjaan yang diberikantersebutharuslahberkaitandengan “melakukansesuatuatauberbuatsesuatutentangsuatuobjek yang diperintahkankepadanya”.
Keberadaan Pasal 374 KUHP tentangpenggelapandalamjabatanmewajibkansetiap orang yang memilikihubungankerjadalamhalinitermasukkaryawan. Faktor-faktor yang disebutkandalampasalpenggelapandalamjabatan yang juga dikenalsebagaipenggelapandalampemberatanadalahsebagaiberikut:
1. Terdakwadiberikanbarang yang kemudiandigelapkankarenaadanyaunsurhubungankerja.
2. Dikarenakanmendapatkanupahdalambentuk uang.
3. Terdakwamenyimpanbarangtersebutkarenajabatannya.
4. Terdakwamenggelapkanbaranguntuktindakkriminallainnya.
Dalam Pasal 374 KUHP juga dijelaskanbahwainimerupakanpenggelapandenganpemberatanadalah:
1. Terdakwadisuruhmemyimpanbarang yang digelapkantersebutkarenasehubungandenganpekerjaaannya.
2. Terdakwamenyimpanbarangitukarenajabatannya.
3. Terdakwamenggelapkanbarangkarenaadarelasikedekatandengankaryawan lain.
Untukpelakutindakpidanapenggelapandenganpemberatansebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 374 KUHP diancampidanapenjara paling lama lima tahun, lebih lama satutahunjikadibandingkandenganketentuan Pasal 372 KUHP, yaitupenggelapanbiasa. Jika pelakuterbuktitelahmelakukantindakpidanadenganpemberatankarenaadanyahubungankerja, makapelakudapatdivonishukumanpenjarasesuaidenganpertimbanganmajelis hakim dalam proses persidangan. Sepertikasuspenggelapan yang dilakukanseorangsupirtruktronton yang membawamuatancangkangsawitsebagaimanatertuangdalamputusanPengadilan Negeri Sei RampahNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh. 
BerdasarkankronologiskasusdiketahuibahwaseorangsupirtruktrontonbernamaIrwansyah pada bulan Maret tahun 2025 disuruh oleh atasannyabernama Andrew untukmemuatcangkangsawit di PT. Libo Sawit Perkasa yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau untukdibawake Kota Medan. Adapun jumlahmuatancangkangsawittersebutberjumlah 32.910 (tigapuluh dua ribusembilan ratus sepuluh) kg. DalamhaliniIrwansyahmenerimaupahsebesar Rp. 1.000.000 (satujuta). Pada saattrukdalamperjalanan, tepatnyaberada di daerahKisaran, munculniatsupirIrwansyahuntukmenjualsebahagiancangkangsawit yang sedangdiangkutnya, dan akhirnyaiamenjualsebahagiancangkatsawittersebutsebanyak 14.550 Kg denganharga Rp. 10.000.000 kepadaPenadah di Desa PetetalKecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, lalusupirIrwansyahmelanjutkanperjalananmenuju Kota Medan. Ketika sampai di daerahKecamatanPerbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, iamemarkirkantruktersebut di sebuahwarung dan menitipkankuncitruk dan STNK-nyakepadapemilikwarungdenganalasandiatidakenak badan dan mauistirahat, kemudianiapergimelarikandirimenujudaerah Bukit Kapur Provinsi Riau. Akibatperbuatannyatersebut korban Andrew mengalamikerugiansebesar Rp. 35.000.000.
Atas kejadiantersebut, korban melaporkankasustersebutkePolseskPerbaungan, dan aparatkepolisianPolsekPerbaunganmelakukanpenyelidikan dan penyidikan, hinggaakhirnyapelakuditangkap di daerah Bukit Kapur Provinsi Riau. Selanjutnyapelakumenjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampahatastuduhantindakpidanapenggelapan. Dalamputusannyamajelis hakim memvonispelakudenganpidanapenjaraselama 2 (dua) tahunkarenatelahterbuktisecarasah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana “penggelapandilakukan oleh orang yang menguasaibarangitukarenaadahubungankerja”.
Berdasarkankasus di atas, sangat pentinguntukdikajimengenaipenerapanvonispenjaraterhadapsopir yang menggelapkanmuatannya.Analisisyuridisinidiperlukanuntukmenentukanpasalpidana mana yang paling sesuaiuntukmenjeratpelaku. Hal inipentingkarenakasuspenggelapan yang dilakukan oleh sopirbisadikategorikandalambeberapapasal yang berbeda, tergantung pada unsur-unsurperbuatannya, antara lain:
1. Pasal 372 KUHP (PenggelapanBiasa): Jika sopirmemilikibarang yang adadalampenguasaannyasecaramelawanhukum.
2. Pasal 374 KUHP (PenggelapandenganPemberatan): Jika penggelapanterjadikarenahubungankerjaataukarenamendapatupah, dalamkasussopirtruk, pasalinilebihrelevankarenasopirmendapatkanbaranguntukdiangkutdalamlingkuppekerjaannya.
3. Pasal 378 KUHP (Penipuan): Analisis juga harusmempertimbangkanapakahadaunsurpenipuan, yaituperbuatandenganmaksudmenguntungkandirisendirisecaramelawanhukumdenganmemakai nama ataumartabatpalsu. 
Analisisyuridisinibertujuanuntukmembuktikanapakahsemuaunsurdalampasal yang didakwakanterpenuhi. Ini mencakupunsursubjektif (niatataukesengajaanpelaku) dan unsurobjektif (perbuatanmelawanhukum).Misalnya, dalamkasuspenggelapan, perludibuktikanbahwasopirmemilikiniatjahatuntukmengambilalihbarang yang bukanmiliknya.
Secarakeseluruhan, analisisyuridisterhadappemidanaansopirtruk yang menggelapkanmuatannya sangat mendesakkarenamelibatkanidentifikasipasal yang tepat, pembuktianunsurpidana, jaminankeadilan, penyelesaianmasalahdalamkontekshubungankerja, mitigasidampak pada rantaipasokan, dan penetapanprosedurpenahanan yang sah.
Berdasarkanlatarbelakang di atas, penulistertarikuntukmelakukanpenelitian yang berjudul“AnalisisYuridis Vonis PenjaraTerhadapPelakuTindakPidanaPenggelapan Oleh Sopir Truk (Studi PutusanNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh)”.
B. RumusanMasalah
Berdasarkandaripenjabaranlatarbelakangmasalah di atas,makadapatdirumuskanbeberapamasalahsebagaiberikut:
1. Bagaimana proses terjadinyatindakpidanapenggelapanmuatan oleh supirdalamPutusanPengadilan Negeri Sei RampahNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh?
2. Bagaimanapembuktianunsurpidanadalamtindakpidanapenggelapan yang dilakukansupirtrukdalamPutusanPengadilan Negeri Sei RampahNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh?
3. Bagaimanaanalisisyuridisvonispenjaraterhadapsopirtruk yang menggelapkanmuatannyadalamPutusanPengadilan Negeri Sei RampahNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh?


C. Manfaat Penelitian
Berangkatdaripermasalahan-permasalahan di atas,penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatsebagaiberikut:
1. Secarateoritis, diharapkanpenelitianinidapatbermanfaatbagipengembanganteorihukumpidanadalampengayaanunsurdelik, memperkayapemahamanmengenaiunsur-unsurtindakpidanapenggelapan, sertadapatmemberikanpengetahuantentanghubunganantaraniatjahat (dolus) denganperbuatankonkret yang dilakukan.
2. Secarapraktis, hasilpenelitianinidiharapkandapatbermanfaatbagi korban penggelapan, bisamemastikanadanyapayunghukum yang jelasuntukmelindungi korban darikerugianfinansialakibatpenggelapan, sertadapatmemberikaninformasibagi korban tentangadanyakepastianhukum.
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1. Untukmengetahui proses terjadinyatindakpidanapenggelapanmuatan oleh supirdalamPutusanPengadilan Negeri Sei RampahNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh.
2. Untukmengetahuipembuktianunsurpidanadalamtindakpidanapenggelapan yang dilakukansupirtrukdalamPutusanPengadilan Negeri Sei RampahNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh.
3. Untukmengetahuianalisisyuridisvonispenjaraterhadapsopirtruk yang menggelapkanmuatannyadalamPutusanPengadilan Negeri Sei RampahNomor 288/Pid.B/2025/PN Srh.
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